
Volume 5 Number 2 (2023) 

July-December 2023 

Page: 2001-2012 

E-ISSN: 2686-4819 

P-ISSN: 2686-1607 

DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3926  

 

 

 

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of 

the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia 

Accredited Sinta 4 

Pergulatan Internasionalisasi Konsep Hak Asasi Manusia Proses 

Globalisasi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di 

Indonesia: Menciptakan Konsep Hak Asasi Manusia Elusif? 

Liana Endah Susanti1, Seno Wibowo Gumbira2  

2 Universitas Terbuka, Indonesia; seno@ecampus.ut.ac.id  
      

     

Received: 30/07/2023 Revised: 14/10/2023 Accepted: 07/11/2023 

1. PENDAHULUAN 

Hak asasi manusia (HAM) adalah satu dari sekian banyak prinsip dasar yang memegang peran 

kunci dalam peradaban manusia. Hak ini tak terpisahkan dari kualitas hidup setiap individu, dan ia 

bersifat universal, melintasi batas-batas negara dan budaya. Di balik konsep idealis ini, terdapat realitas 

kompleks yang mendorong kita untuk merenung lebih dalam tentang bagaimana HAM seharusnya 

diterapkan dalam konteks hukum dan konstitusi negara (Brown, 2002). 

Dalam masyarakat yang menjunjung prinsip negara hukum, seperti Indonesia, konstitusi berperan 

sebagai panduan utama dalam menjamin hak-hak individu dan kelompok. Namun, dalam prakteknya, 

sering kali terdapat kesenjangan yang mencolok antara substansi konstitusi dan realitas lapangan. Hak 
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positif dan hak negatif yang seharusnya dijamin oleh konstitusi seringkali terasa semu, terlupakan, atau 

terabaikan (Fuller, 1969). 

Dalam kondisi ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keterlaksanaan 

HAM dan substansi konstitusi. Isu-isu sosial, seperti intoleransi, masalah hak hidup warga, dan 

pelestarian budaya, menjadi pokok perhatian dalam membahas tantangan HAM. Isu sosial adalah 

permasalahan yang mempengaruhi banyak individu, kadang-kadang tidak menyenangkan, dan 

seringkali membutuhkan tindakan kolektif untuk penyelesaiannya (Jornet, 1997). 

Selain itu, permasalahan anarkisme juga menjadi fokus perhatian, di mana beberapa individu atau 

kelompok masyarakat, dalam usaha untuk mencapai keadilan, seringkali melibatkan diri dalam 

tindakan-tindakan anarkis yang melanggar prinsip HAM. Keterlibatan anarkisme dalam gerakan sosial 

menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan HAM dan pemeliharaan 

ketertiban (Trotsky, 2004). 

Sejalan dengan kompleksitas ini, tinjauan pustaka menyoroti pengaruh globalisasi dan teknologi 

terhadap dinamika konstitusi dan HAM. Globalisasi membawa perubahan sosial yang cepat dan 

memicu konflik, sementara kemajuan teknologi memungkinkan tindakan-tindakan yang dapat 

melanggar HAM secara lebih efisien. Dalam situasi seperti ini, masyarakat seringkali menggunakan 

cara-cara yang tidak bermoral untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai keadilan yang 

berdasarkan HAM, tanpa mempertimbangkan dampak dan implikasinya (Proudhon, 1840). 

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengungkap akar permasalahan ini dan menjawab dua 

pertanyaan utama: Mengapa substansi konstitusi HAM di negara hukum seperti Indonesia cenderung 

elusif? Dan bagaimana kita dapat mengembalikan kewibawaan konstitusi dan HAM dalam era 

globalisasi dan kemajuan teknologi? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan melakukan tinjauan menyeluruh 

terhadap isu-isu sosial yang memengaruhi implementasi HAM, menggali peran anarkisme dalam 

konflik keadilan, dan mengeksplorasi dinamika antara konstitusi, HAM, dan supremasi hukum. Dalam 

konteks ini, kami juga akan mencermati sejauh mana pemahaman konsep demokrasi dan supremasi 

hukum di Indonesia memenuhi kriteria ideal seperti di Amerika Serikat, yang telah berhasil 

mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem pemerintahan mereka. 

Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan solusi yang konstruktif dalam 

menghadapi tantangan kompleks ini, serta membantu merumuskan kerangka kerja yang lebih kokoh 

dalam memastikan perlindungan HAM dan konstitusi yang lebih kuat di masa depan. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data-data yang diperoleh 

dari kejadian yang relevan juga dari berbagai media, atau dengan kata lain menggunakan data 

sekunder. Yang mana hasil dari pembahasan akan disajikan dengan bentuk deskriptif analitis. Seperti 

yang diungkapkan Martin Steinmann dan Gerald Willen, deskriptif analitis ialah menggambarkan 

masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-

konsep yang digunakan (Steinmann & Willen, 1947). Selain itu, kajian juga mengadopsi pendekatan 

perundang-undangan (Statue Approach), konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus 

(Case Approach). Adapun metode penafsiran yang diguakan menarik garis tengah dari kekaburan 

hukum yang terjadi atas tindakan tidak terpuji Obstruction of justice dan pergeseran norma merupakan 

penafsiran ekstensif, sehingga dapat dikatakan bahwa kajian ini masuk kedalam golongan penelitian 

kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Faktor Penyebab Elusifnya Substansi Konstitusi HAM di negara hukum seperti Indonesia  

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjamin perlindungan HAM seperti pengakuan dan 

menjamin hak-hak tersebut pastinya tidak membenarkan segala jenis tindakan anarkisme dan 

diskriminasi namun kenyataannya hal tersebut kian dekat dengan perilaku masyarakat belakangan ini. 

Berdasarkan konsepsi tentang adanya kewajiban negara terkait dengan HAM tersebut maka 

pelanggaran HAM dikatakan sebagai kejadian apabila aparatur gagal dalam melaksanakan 

kewajibannya berupa menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.  

Komitmen negara hukum seperti Indonesia dalam mengaktualisasikan apa yang dicita-citakan 

tentunya tidaklah sesederhana bayangan bila disandingkan dengan HAM. Dalam bermasyarakat dan 

sebagai makhluk sosial tentunya mengakibatkan interaksi dengan masyarakat lain. Proses interaksi 

masyarakat tersebut tentunya berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, berdampingan 

dengan hukum , norma dan kaidah-kaidah yang mana hal tersebut menentukan apa yang boleh dan 

apa yang tidak boleh dilakukan. Hal yang bersinggungan dengan komunitas sosial tersebut pada 

hakikatnya akan membentuk unsur perilaku yang seyogyanya dilarang atau dianjurkan untuk 

dijalankan.  

Bekerjanya HAM sangat dipengaruhi oleh penegaknya, disisi lain terdapat sistem yang 

mempengaruhi kinerja penegak itu sendiri diantaranya:  

a. Struktur, terkait dengan sarana penegak hukum dalam hal ini yang dimaksudkan adalah institusi 

hukum. 
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b. Subtansi, terkait dengan apa saja yang dihasilkan oleh institusi hukum. 

c. Kultur, terkait apa dan bagaimana respon serta perilaku masyarakat maupun penegak hukum 

sendiri. 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM memiliki kecenderungan terhadap terjadinya 

pelanggaran hukum namun juga berpengaruh terhadap perlindungannya. Sentimen kelompok, adanya 

intimidasi dan diskriminasi mayoritas terhadap minoritas mengakibatkan adanya letupan emosi yang 

bersifat regional namun jika tidak segera dinetralisir akan mengakibatkan suatu kesinambungan dalam 

masyarakat. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia memaparkan dalam dengan jelas bahwa diskriminasi merupakan setiap pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia 

atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 

bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 

kehidupan lainnya.  

Berbagai aspek tersebut diatas merupakan permasalahan yang timbul dalam konteks suatu 

pemerintahan. Yang mana penegakkannya amat terpengaruh oleh seberapa parah penyakit hukum 

yang diderita. Menurut Lawrence Friedman penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi atau 

kultur hukumnya, yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum (Ali, 2009). Penyakit hukum yang 

dimaksud diantaranya:  

a. Dalam struktur hukum  

Struktur hukum dalam hal ini lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga 

terkait seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, dan komisi pembetarantasan 

korupsi (KPK) dan lain-lain. Permasalahan umum terkait berbagai tingkat lembaga tersebut antara 

lain adalah kualitas lembaga-lembaga penegak hukum dan kualitas aparat penegak hukum. 

b. Dalam substansi hukum 

Substansi menurut KBBI adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu, isi, pokok, atau inti; unsur, 

zat. Penyakit dalam substansi hukum yang dimaksudkan disini adalah norma, peraturan maupun 

Undang-Undang yang tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.  

c. Dalam kultur hukum 

Dalam kehidupan masyarakat sendiri terdapat pandangan, perilaku, maupun kebiasaan, nilai-nilai 

dan pengharapan aplikatif dari hukum yang berlaku sebagai budaya hukum. Dalam kultur ini pula 

terbentuk nilai-nilai dasar yang selanjutnya menjadi budaya hukum. Terkait pemaknaan kualitas 

sosial sebagai orientasi mengenai “Bagaimana menyiasati perkembangan?”, dapat menjadi sebuah 
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situasi yang membahayakan. Faktanya himpitan ekonomi, kebutuhan hidup, gaya hidup amat 

mempengaruhi tindakan seseorang, terutama dalam melakukan pelanggaran terhadap HAM.  

Selain itu ada beberapa faktor yang menurunkan kewibawaan negara dimata rakyatnya, antara 

lain : Pertama, ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga. Kedua, tidak 

mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Ketiga, membiarkan pelanggaran HAM. 

Keempat, lemah dalam penegakan hukum. Kelima, tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial.  

Terkait pemaknaan terhadap HAM, hukum saat ini seakan kehilangan kewibawaannya. Semua 

boleh diatur karena saat ini yang mengatur bukan hukum itu sendiri namun kekuasaan dan harta. 

Akibatnya para pencari keadilan frustasi, tidak lagi tunduk terhadap hukum yang berlaku dan 

menganggap pelanggaran hukum termasuk melanggar HAM adalah bagian dari sikap mereka dalam 

mencari keadilan. Secara individu, situasi hukum yang semacam ini akan membuat seseorang gampang 

mencurigai satu sama lain. Secara komunal prinsip kehidupan yang anarkis akan semakin berkembang. 

Sementara itu pada tataran institusional akan lebih jelas terlihat lemahnya lembaga-lembaga hukum 

dalam melakukan proses penegakkan hukum (Bakarbessy, 2016).  

Selanjutnya adalah cara ber-hukum yang salah. Problematika pada penegak hukum 

menghadapkan manusia pada kehidupan modern yang harus berdampingan dengan semua produk 

sosial budaya. Mengadopsi cara pemerintah negara-negara maju bukan sebuah solusi. Justru hal 

tersebut akan terkesan dipaksakan dalam pergolakan yang semakin menjadi-jadi belakangan ini. 

Hukum sebenarnya adalah variebel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga perkembangannya 

juga akan ditentukan oleh apa yang menjadi dan terjadi di sektor kehidupan manusia lain (Rahardjo, 

1987). Sedangkan penerapan hukum modern yang bukan merupakan produk sosial budaya lokal 

Indonesia sama saja memaksa Indonesia yang beragam ini untuk bersudut pandang searah.  

Masih menjadi rahasia publik bahwa realitas sistem hukum dan konstitusi yang ada di Indonesia 

masih bertotalitas dengan gaya Belanda selepas masa jajahan silam. Indonesia memang tidak bisa 

menerapkan hukum yang bersifat agamis karna beragamnya agama dan nilai-nilai dalam setiap 

kebudayaan. Dalam masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan, dimana tenggang rasa dan 

kebersamaan masih tinggi, social control masih berjalan dengan baik, dan agama yang menjadi pegangan 

hidup, pelanggaran HAM tidak akan mudah terjadi. Perubahan pola pikir sosial masyarakat yang 

mulai berubah tidak dibarengi dengan kesadaran akan HAM, sehingga kasus pelanggaran juga 

meningkat seiring perkembangan zaman. 

Melalui tulisannya “Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan” 

Eddy Rifai menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012. Pembahasan tersebut 

mengkritisi istilah “batal demi hukum” yang mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai KUHAP. 

KUHAP telah memberikan batasan yang limitatif terhadap penahanan, baik untuk syarat-syarat 
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penahanan, instansi/penegak hukum yang menahan maupun lamanya penahanan, dimana kekeliruan 

dalam penahanan dapat diajukan gugatan ganti rugi. Namun pada hal ini KUHAP tidak memberi 

penjelasan tentang istilah “batal demi hukum” sehingga timbul keambiguan hukum yang menurunkan 

derajatnya di mata masyarakat.  

Isu sosial politik dalam balutan teknologi merupakan salah satu nilai minus media sosial, hoaxs 

adalah yang paling bertanggungjawab atas tidak kondusifnya hukum belakangan ini. Stereotipe 

menjadi materi dasar belief dalam diri individu maupun kelompok (kolektif), dan dalam situasi tertentu, 

belief tersebut menjadi prasangka yang selanjutnya dapat menyulut perilaku diskriminasi maupun 

tindakan nonkooperatif lainnya, seperti fitnah dan permusuhan antar kelompok. Menurut beberapa 

pakar, perilaku kolektif diartikan sebagai aksi yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak 

dengan cara yang mirip oleh sejumlah besar orang dalam kelompok dalam suatu situasi atau kejadian 

tertentu, yang terkadang dapat berupa aksi yang tidak biasa (Krahe, 2005; Hewstone & Stroebe, dalam 

Krahe, 2005; Forsyth, 2010; McPhail, dalam Forsyth, 2010). 

Lemahnya pemahaman atas substansi hukum dan HAM memupuk Social blind yang 

mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengaspirasikan pendapat. Dampak yang paling dekat 

adalah masyarakat bersahabat dengan premanisme dan ekstremisme. Secara harfiah esensi politik atau 

agama yang merujuk pada ideologi tertentu yang sedikit menyimpang dari butir butir konstitusi. 

Pemandangan bentroknya mahasiswa dengan aparat adalah potret yang paling mudah untuk 

menggambarkan ketidakpahaman akan hukum tersebut khususnya dalam konteks HAM.  

Rasa senasib sepenanggungan yang terbalut ideologi keliru amat membahayakan banyak jiwa jika 

tidak segera ditindak dengan tegas. Kondisi semacam inilah yang menimbulkan aparat mengalami 

dilema tindakan. Yang mana apabila melakukan tindakan tegas akan dinilai melanggar HAM, namun 

demonstran sendiri kerap melampaui batas kewajaran. Sebut saja Aiptu Erwin dan dua korban lainnya 

yakni Bripda Yudi Muslim dan Bripda F.A. Simbolon yang menjadi korban ketika hendak menertibkan 

demonstrasi di Cianjur beberpa waktu lalu. Aiptu Erwin diketahui meninggal dunia beberapa hari 

setelah dirawat di rumah sakit karena luka bakar parah disekujur tubuh pasca tragedi penyiraman 

bensin oleh (oknum) mahasiswa ketika hendak memadamkan api pembakaran ban. Sebagai negara 

hukum Indonesia memang tidak melarang demonstrasi (penuntutan hak/keadilan) namun sayangnya 

hal tersebut selalu mengarah pada tindakan membabibuta yang menanggalkan etika dan norma 

berhukum yang baik. 

3.2. Mengembalikan Kewibawaan Konstitusi Dan HAM Ditengah Gencaran Globalisasi Dan 

Teknologi 

Wibawa, kepastian hukum, keadilan dan pengayoman adalah syarat mutlak bagi sebuah negara 

yang menjunjung tinggi hukum. Hakim harus mengupayakan keharmonisan keadilan berdasar 
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ketentuan Undang-Undang (legal justic), berdasarkan moralitas (moral justice) dan berdasar keinginan 

masyarakat (social justice) (Machmudin, t.t). Substansi hukum yang selama ini dipegang teguh oleh 

semua kalangan adalah bahwa keputusan hakim adalah mutlak. Mengenai kebenaran ataupun 

kecurangan yang terjadi dalam penjatuhan putusan tersebut, dianggap pelanggaran norma agama yang 

hanya menjadi urusannya dengan Tuhan.  

Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sangat kuat, tantangan Indonesia 

di era globalisasi ini adalah potensi terjadinya pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang besar, 

baik karena kesengajaan (crime by commission), karena pembiaran (crime by omission), maupun karena 

dimediasi (mediated crime), tindakan sengaja bisa terjadi jika pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

kerangka desentralisasi (otonomi daerah) secara sengaja membiarkan rakyatnya tidak memperoleh hak-

hak dasarnya untuk hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga tetap miskin, terbelakang, tidak 

sehat, dan tidak berpendidikan (Marzuki, 2010). 

Dalam generral comment Nomor 9 tentang penerapan Hak Ekonomi, Sosial dan budaya, komite 

menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa : hak ekonomi, sosial dan budaya secara inheren tidak 

cocok untuk diterapkan melalui law or juridical enforcement, dan sekaligus mengesahkan suatu standar 

dimana negara atau pemerintah dipersyaratkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum 

dalam dua cara, yaitu : melaui interpretasi yang konsisten dari hukum agar sesuai dengan standar 

konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya dalam hal kesetaraan dan non diskriminasi, serta 

melalui pengesahan peraturan yang membentuk mekanisme penyelesaian hukum yang terjadi (Erlina, 

2011).  

Pemberantasan Hoax selama ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Ini terjadi karena dalam kedudukannya sebagai makhluk tersempurna, manusia memiliki 

salah satu hak fundamental yaitu hak atas informasi yang melekat di setiap diri seseorang. Yang mana 

hal tersebut tak lekang dengan kemungkinan pendustaan publik yang terjadi ketika tersebarnya 

informasi hoaxs. Ada kecenderungan di tengah masyarakat, terutama kalangan elit politik atau 

“pekerja politik”, bahwa masalah moral itu urusan “kedua”, masalah kecil, atau bukan sisi fundamental 

yang harus dikedepankan dan dijaga dengan segala pertaruhan integritas diri. Yang sering 

“dimenangkan” saat euforia politik adalah masalah kepentingan siapa, berpihak pada kelompok mana, 

akan mendapatkan keuntungan apa saja, dan kedepannya apa saja yang bisa diraih? (Nu’ad, 2009). 

Inilah mengapa perang politik dalam media sosial kerap kita temui. Masyarakat memerlukan 

kemampuan diri secara dini untuk mengetahui hoax, menjaga hak atas informasinya terlibat hoaxs dan 

mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam persebaran hoaxs. 

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena itu 

dalam setiap kasus yang melibatkan hukum harus dituntaskan pula dengan jalur hukum. Fungsinya 
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tentu untuk melindungi hak hukum setiap wargan negara dan menentang setiap tindakan disintegrasi. 

Selain menangani kasus hukum, negara juga mempunyai mandat untuk menjaga hak hukum setiap 

warga negara, tidak terkecuali warga negara yang tengah mendiami Lembaga Pemasyarakatan atau 

tengah menjalani masa hukuman.  

Penguncian HAM sebagai suatu yang sakral sekiranya akan sangat membantu memprioritaskan 

“kedamaian” dalam segala aspek. Baik dalam konteks individu untuk berkehidupan sehari-hari 

maupun menjaga kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara. Jauh pasca terproklamasikannya 

kemerdekaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 tahun silam, kasus-kasus 

pelanggaran HAM masih menjadi momok yang menakutkan. Hal ini bukan tidak mungkin akan terus 

memperlambat laju Indonesia untuk mengejar negara-negara maju lainnya. Profesionalisme aparat, 

penyidik dan lembaga peradilan perlu dipertanyakan, khususnya dalam pertanggungjawabannya 

mengondisikan harapan masyarakat dan kebutuhan negara. Superioritas hukum di negeri ini tidak 

boleh dilemahkan dan menjadi tak berdaya di hadapan sekelompok orang yang bertindak brutal dan 

melangkahi aturan (prosedur) hukum. Untuk mengembalikan kewibawaan hukum, negara Indonesia 

membutuhkan para penegak hukum yang memiliki moralitas dan integritas diri yang sanggup 

dipercaya, yang bisa diandalkan untuk menopang dan menegakkan supremasi hukum. 

Sri Soemantri dalam bukunya berjudul “Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia”menyatakan 

bahwa di dalam konstitusi setidaknya terdapat 3 (tiga) kelompok materi muatan yang diatur, yakni 

sebagai berikut: (Soemantri, 1992)  

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; 

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. 

4. Adanya jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia (HAM) tersebut, berarti menunjukkan 

bahwa setiap penguasa dalam negara dilarang dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada 

warga negaranya, serta wajib menggambarkan adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam 

negara dan hak-hak dasar warga negara. 

Perlu digaris bawahi bahwa Indonesia tidak membutuhkan penegak yang diskriminatif karena 

kita bukan bagian dari negara yang otoriter. Karenanya praktik eigenrichting harus ditiadakan demi 

keadilan dan terjaganya HAM. Riuhnya kontestasi politik bukan berarti menghalalkan pelnggaran 

HAM. Alasan agama bukan kambing hitam untuk menghardik sesama dan memecah belah persatuan 

bangsa. Harus ada jati diri yang tidak patuh pada kekuasaan, tidak goyah terhadap kekayaan, dan tidak 

terbelakang dari kemajuan zaman. Untuk itu hukum Indonesia perlu diarahkan untuk memenuhi (to 

fullfil), menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) hak-hak asasi namun tidak menanggalkan 

penghormatan terhadap hak orang lain.  
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4. KESIMPULAN 

 Ada banyak penyebab yang mempengaruhi elusifnya substansi konstitusi dan HAM, yang 

paling mencolok diantaranya adalah dari segi penegak hukum yang kinerjanya terpengaruh sistem 

struktur, substansi dan kultur, sentimen berlebih dalam pelanggaran hukum, produk sosial budaya 

yang bersebrangan dengan ideologi bangsa, perilaku social blid akibat isu sosial politik dan lemahnya 

pemahaman akan HAM dan substansi konstitusinya. 

 Mendasari lemahnya serta elusifnya konstitusi dan HAM, perbaikan kewibawaannya dapat 

dilakukan melalui interpretasi yang konsisten dari hukum agar sesuai dengan standar konvenan hak 

ekonomi, sosial dan budaya khususnya dalam hal kesetaraan dan non diskriminasi, serta melalui 

pengesahan peraturan yang membentuk mekanisme penyelesaian hukum yang terjadi. Pemberantasan 

hoax, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penguncian HAM sebagai suatu yang sakral serta 

menjaga kemurnian norma dengan muatan ideologi akan membawa pengaruh positif terhadap 

kokohnya konstitusi dan HAM ditengah kemajuan zaman. 
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